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ABSTRACT

This research aims to analyze the forms of legal protection for parties disadvantaged in unwritten agreements (oral
contracts), which remain widely practiced in Indonesian society due to factors such as trust, simplicity, and cultural habits of
informal transactions. Despite their prevalence, unwritten agreements often create vulnerabilities when disputes arise, as the
absence of written documentation complicates the process of proving rights and obligations in legal proceedings. The study
adopts a normative juridical approach combined with empirical data collection through interviews and case analysis to
understand how such agreements are treated in practice. Findings indicate that while Article 1320 of the Indonesian Civil
Code recognizes the validity of oral agreements as long as they meet essential legal requirements—consent, capacity, a
specific object, and lawful cause—the practical enforcement faces challenges. Courts often encounter difficulties due to the
weak evidentiary value of oral testimony compared to written contracts. Legal protection for disadvantaged parties is
predominantly repressive, realized through litigation mechanisms (civil lawsuits) and non-litigation pathways such as
mediation and arbitration. However, preventive legal protection is still limited, as public awareness of legal risks and the use
of written or digital contracts remains relatively low. This research emphasizes the urgent need for regulatory reform,
particularly in strengthening the recognition of electronic evidence under Indonesian law, and promoting legal literacy to
encourage society to document agreements more effectively. By highlighting both theoretical and practical dimensions, the
study contributes to the development of contract law discourse in Indonesia and provides policy recommendations to
improve the balance of legal protection between parties in contractual relations.
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PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang paling fundamental dalam kehidupan masyarakat
karena melalui perjanjian para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban yang mengikat satu sama
lain(Sakti and Budhisulistyawati, 2020). Dalam sistem hukum Indonesia, petjanjian diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313
KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini menunjukkan perjanjian sebagai
dasar lahirnya perikatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada prinsipnya, hukum tidak
membatasi bentuk perjanjian hanya dalam wujud tertulis, melainkan juga mengakui perjanjian yang
dibuat secara lisan(Sitompul ez a/., 2022). Selama memenubhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal maka
perjanjian tetap sah dan mengikat.

Dalam praktik sehari-hari, perjanjian tidak selalu dituangkan secara tertulis. Banyak kesepakatan
yang dilakukan secara lisan atau bahkan hanya berdasarkan kebiasaan (konkluden), terutama dalam
masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan(Sadewo, 2019). Perjanjian jual beli
sederhana tanpa kuitansi, pinjam meminjam uang antar kerabat, kerja sama usaha kecil berbasis
kekeluargaan, hingga hubungan kerja rumah tangga yang tidak dituangkan dalam kontrak tertulis

24298 | Journal of Innovative and Creativity , 5(1) 2025


https://joecy.org/index.php/joecy
mailto:journaljoecy@gmail.com
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20211008560887211
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20211008560887211
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

merupakan sebagian contoh yang lazim terjadi(Saputra, 2023). Meskipun sah menurut hukum,
petrjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis memiliki risiko permasalahan yang lebih kompleks,
terutama ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Ketiadaan dokumen tertulis sering kali
menyulitkan pihak yang dirugikan untuk membuktikan haknya di pengadilan(Swastiningrum and
Irianto, 2022).

Permasalahan pembuktian menjadi isu paling mendasar dalam konteks perjanjian tidak tertulis.
Hukum acara perdata menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti utama sebagaimana diatur dalam
Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Dalam sengketa perjanjian, hakim biasanya menjadikan
dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan paling kuat. Pada kasus perjanjian lisan, pihak yang
dirugikan harus mengandalkan bukti lain seperti keterangan saksi, rekaman komunikasi, atau perilaku
nyata para pihak. Kesepakatan lisan memang sah secara hukum, tetapi memiliki kelemahan besar pada
tahap pembuktian karena sangat bergantung pada saksi yang kerap tidak objektif dan tidak selalu
mampu mengingat detail (Ikromi, 2024). Dalam banyak perkara, pihak penggugat gagal membuktikan
wanprestasi hanya karena tidak memiliki dokumen tertulis sebagai bukti(Habeahan and Tamba, 2021).
Hal ini memperlihatkan adanya celah ketidakadilan: meskipun perjanjian lisan mengikat secara normatif,
posisi pihak yang dirugikan menjadi sangat lemah dalam praktik peradilan.

Ketidakadilan semakin terasa ketika terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak. Pihak
yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial sering kali lebih diuntungkan karena dapat menolak
keberadaan perjanjian ketika tidak ada bukti tertulis yang dapat dipresentasikan di pengadilan. Teori
keadilan dalam kontrak menekankan pentingnya kesetaraan posisi dalam setiap perjanjian(Hutagalung,
Hasnati and Afrita, 2021). Namun kenyataannya, praktik perjanjian tidak tertulis sering kali merugikan
pihak yang lemah. Penelitian Pariutami (2020) misalnya, menunjukkan bagaimana pekerja rumah tangga
kerap mengalami ketidakadilan ketika hubungan kerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan. Tidak
adanya kontrak tertulis membuat pekerja sulit menuntut haknya seperti gaji dan jam kerja yang layak,
sementara majikan dengan mudah menghindari kewajiban. Fakta ini membuktikan bahwa perjanjian
lisan dalam praktik justru menciptakan ruang bagi penyalahgunaan oleh pihak yang lebih
dominan(Pariutami and Udiana, 2020).

Dari sisi regulasi, KUHPerdata memang tidak membedakan perjanjian tertulis dan lisan dalam
syarat sahnya. Akan tetapi, minimnya aturan khusus mengenai mekanisme perlindungan bagi pihak yang
dirugikan dalam perjanjian lisan menimbulkan kekosongan hukum. Ketiadaan pengaturan spesifik ini
menyebabkan hakim harus menggunakan penafsiran berbeda-beda, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum(Setiawan, 2023). Dalam praktik peradilan, hal ini terbukti melalui putusan-
putusan pengadilan yang tidak konsisten. Misalnya, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1056
K/Pdt/2006 menerima kebetlakuan petjanjian jual beli tanah adat yang dilakukan secara lisan dengan
dasar kesaksian saksi. Namun, dalam Putusan No. 3021 K/Pdt/2012, gugatan serupa justru ditolak
karena tidak adanya bukti tertulis. Inkonsistensi ini memperlihatkan lemahnya posisi pihak yang
dirugikan dalam menuntut haknya, karena keberhasilan gugatan sangat bergantung pada interpretasi
hakim terhadap bukti yang tersedia.

Selain persoalan pembuktian, keterbatasan yurisprudensi yang konsisten mengenai perjanjian
tidak tertulis juga menambah kompleksitas masalah. Hukum kontrak Indonesia masih terlalu
menekankan aspek formal pembuktian, sehingga gagal memberikan perlindungan yang cukup bagi
pihak yang lemah dalam perjanjian lisan(Swastiningrum and Irianto, 2022). Putusan-putusan pengadilan
yang ada tidak cukup membentuk pola yurisprudensi yang stabil. Hal ini membuat masyarakat kesulitan
memperoleh kepastian hukum, sementara pihak yang beritikad buruk dapat memanfaatkan kelemahan
ini untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan antara teori hukum kontrak yang
menekankan asas pacta sunt servanda bahwa setiap petjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak dengan kenyataan praktik perjanjian lisan di masyarakat. Norma hukum mengakui
kesahihan perjanjian lisan, namun praktik pembuktian di pengadilan dan lemahnya regulasi spesifik
justru membuat pihak yang dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Di sinilah
letak gap of research. Kajian akademik mengenai perjanjian di Indonesia selama ini lebih banyak
berfokus pada kontrak tertulis, seperti petjanjian kredit, perjanjian kerja tertulis, maupun kontrak baku
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yang dituangkan secara formal. Sementara itu, praktik petjanjian lisan yang masih sangat lazim dalam
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia relatif kurang mendapatkan perhatian serius dalam
penelitian.

Padahal, urgensi penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam
perjanjian tidak tertulis sangat tinggi. Dari sisi teoritis, kajian ini dapat memperkaya literatur hukum
kontrak dengan perspektif yang lebih kontekstual terhadap praktik masyarakat Indonesia. Hal itu juga
dapat mendorong pengembangan teori perlindungan hukum yang lebih inklusif tidak hanya terbatas
pada kontrak tertulis, tetapi juga meliputi perjanjian berbasis kepercayaan yang menjadi realitas sehari-
hari. Dari sisi praktis, penelitian ini penting untuk memberikan landasan akademik bagi para hakim,
advokat, maupun masyarakat dalam memahami hak-hak hukum yang melekat meskipun perjanjian tidak
dituangkan secara tertulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan untuk
merumuskan aturan lebih spesifik mengenai perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian
lisan, sehingga menciptakan kepastian dan keadilan hukum yang lebih baik.

Dalam konteks sosial, urgensi penelitian ini juga tidak bisa diabaikan. Budaya hukum di
Indonesia yang masih kental dengan nilai kekeluargaan dan kepercayaan membuat praktik perjanjian
lisan tetap eksis hingga kini. Jika hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai
terthadap pihak yang dirugikan, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan. Oleh karena itu, penelitian
ini berusaha mengisi kekosongan akademik dengan mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan
hukum dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis, baik melalui analisis
normatif terhadap peraturan perundang-undangan maupun melalui telaah yurisprudensi. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga memiliki signifikansi praktis yang
besar. Ia menjadi jembatan antara norma hukum yang berlaku, praktik masyarakat, dan kebutuhan akan
perlindungan yang adil bagi semua pihak dalam setiap bentuk perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doctrinal legal research, yaitu
penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif serta doktrin yang berkembang dalam
literatur hukum(Los, no date). Pendekatan ini dipilih karena isu utama yang dikaji adalah bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis menurut
hukum positif Indonesia. Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai norma
tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli
hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
menelaah ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1313, 1320, dan 1866, yang berkaitan dengan
perjanjian serta hukum pembuktian dalam sengketa perdata. Selain itu, penelitian juga menelaah regulasi
lain yang relevan, termasuk ketentuan hukum acara perdata dan putusan Mahkamah Agung terkait
perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan
teori yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, serta perlindungan hukum
terthadap pihak yang lemah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada teks undang-
undang, tetapi juga pada kerangka teoritis yang melandasi praktik perjanjian(Zainuddin and Karina,
2023).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum
primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi, khususnya putusan
Mahkamah Agung yang relevan dengan kasus perjanjian tidak tertulis. Bahan hukum sekunder berupa
literatur hukum, buku teks, artikel jurnal, serta pendapat para pakar yang membahas hukum petjanjian
dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang
digunakan untuk memperkuat definisi konseptual dan memberikan pemahaman tambahan terhadap
istilah hukum.
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Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peraturan perundang-
undangan dikumpulkan dari sumber resmi pemerintah maupun basis data hukum nasional, sementara
yurisprudensi diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung. Artikel ilmiah dan buku hukum dikaji
dari perpustakaan dan sumber elektronik terpercaya. Melalui studi kepustakaan ini, diperoleh data
komprehensif mengenai regulasi, doktrin, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan perjanjian tidak
tertulis.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif
deskriptif.  Analisis  dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan perundang-undangan,
membandingkannya dengan doktrin para ahli, serta menelaah putusan pengadilan. Metode ini
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan
kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan, apa saja kendala yang muncul dalam praktik, serta
bagaimana solusi yang dapat ditawarkan. Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik
triangulasi bahan hukum, yaitu membandingkan antara ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan
yurisprudensi. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga
memperhatikan implementasi hukum dalam praktik peradilan.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
posisi hukum perjanjian tidak tertulis di Indonesia, bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi
pihak yang dirugikan, serta rekomendasi normatif yang dapat memperkuat keadilan dan kepastian
hukum dalam praktik perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tidak tertulis diakui sebagai sah
menurut hukum perdata Indonesia, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam praktiknya
masih menghadapi banyak kendala. Analisis yang dilakukan melalui kajian normatif terhadap
KUHPerdata, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan memperlihatkan adanya kesenjangan
antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi dalam kehidupan masyarakat.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tidak tertulis tetap memiliki kekuatan
mengikat sejauh memenubhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal
ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang
menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, sama-sama
diakui secara hukum. Temuan ini menegaskan bahwa hukum positif tidak mendiskriminasi bentuk
perjanjian, melainkan menekankan pada pemenuhan unsur sah perjanjian. Dengan demikian, secara
normatif, pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian lisan seharusnya tetap memiliki hak untuk
menuntut perlindungan hukum.

Namun, kendala muncul ketika perjanjian lisan tersebut diuji di pengadilan. Aspek pembuktian
menjadi hambatan utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam perkara
perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara semua alat bukti
tersebut, bukti tertulis memiliki kedudukan yang paling kuat. Hal ini berarti bahwa pada sengketa
perjanjian tidak tertulis, pihak yang menggugat sering kali kesulitan menghadirkan bukti yang
meyakinkan hakim. Keterangan saksi yang diajukan sering dipandang kurang objektif, sementara bukti
elektronik atau rekaman komunikasi tidak selalu diterima sebagai bukti yang sah tanpa disertai dokumen
tertulis.

Hasil telaah terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa meskipun
perjanjian tidak tertulis diakui sebagai sah secara normatif sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320
KUHPerdata, dalam praktiknya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan seringkali tidak optimal.
Hambatan paling nyata terletak pada aspek pembuktian serta kepastian hukum dalam penyelesaian
sengketa.
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Pembahasan

Temuan penting dalam penelitian ini ialah peran Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya
dalam memberikan arah terhadap perlindungan hukum. Contoh yang relevan adalah Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2691 K/Pdt/1996. Perkara ini berawal dati adanya petjanjian jual beli tanah
seluas 3,9 hektare yang dilakukan secara lisan dengan pembayaran panjar sebesar Rp80 juta. Sengketa
muncul ketika penjual membatalkan perjanjian tanpa dasar yang jelas dan mengembalikan uang panjar.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan penggugat dengan alasan
perjanjian lisan tersebut belum dituangkan secara tertulis di hadapan notaris, sehingga belum mengikat
para pihak. Namun, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa
perjanjian lisan mengenai objek, harga, dan panjar adalah sah menurut hukum, meskipun tanpa
kehadiran istri sebagai pihak dalam harta bersama.

Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan
banding. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian lisan tersebut hanya merupakan woor
overeenkomst atau perjanjian pendahuluan yang belum memiliki kekuatan mengikat, karena belum
dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selain itu, objek sengketa berupa tanah merupakan harta
bersama (gono-gini) sehingga tindakan hukum terhadapnya harus mendapat persetujuan kedua belah
pihak (suami-istri) sesuai Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena tidak ada
persetujuan dari istri, Mahkamah Agung menyatakan perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.
Dari putusan ini, dapat diambil tiga kaidah hukum penting:

1. Perjanjian lisan yang baru berupa janji awal (voor overeenkomst) dan belum dibuat di hadapan
notaris tidak memiliki kekuatan mengikat serta tidak menimbulkan akibat hukum.

2. Segala tindakan terhadap harta bersama dalam perkawinan harus mendapat persetujuan kedua belah
pihak (suami dan istri).

3. Perjanjian lisan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap harta bersama tanpa persetujuan
pasangan adalah tidak sah menurut hukum.

Temuan ini memperkuat kesimpulan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pihak
yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis seringkali lemah. Meskipun ada pengakuan normatif
terhadap asas konsensualisme, praktik pengadilan khususnya di tingkat kasasi cenderung menekankan
formalitas hukum yaitu keharusan adanya petjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum.
Dengan adanya yurisprudensi ini, terlihat bahwa posisi Mahkamah Agung lebih mengutamakan
kepastian hukum daripada sekadar keadilan substantif. Artinya, pihak yang merasa dirugikan oleh
perjanjian lisan sering kali tidak mendapatkan perlindungan penuh terutama bila objek yang
diperjanjikan menyangkut harta bersama atau aset bernilai tinggi yang menurut hukum harus dituangkan
secara tertulis.

Temuan ini semakin menegaskan bahwa gap antara norma hukum yang mengakui sahnya
perjanjian lisan dengan praktik implementasi di pengadilan masih cukup besar. Di satu sisi, asas
kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian tidak tertulis tetap
mengikat. Namun di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan kecenderungan untuk hanya mengakui
kekuatan mengikat apabila perjanjian dituangkan secara tertulis dan memenuhi ketentuan formil
tertentu.

Selain aspek pembuktian, penelitian ini menemukan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar
antara para pihak juga menjadi faktor dominan yang memperlemah perlindungan hukum dalam
perjanjian tidak tertulis. Pihak yang lebih kuat baik secara ekonomi maupun sosial, cenderung
diuntungkan karena dapat dengan mudah menyangkal keberadaan perjanjian ketika tidak ada bukti
tertulis. Studi lapangan yang dikaji dari Pariutami (2020)(Pariutami and Udiana, 2020) mengenai
perjanjian kerja lisan pekerja rumah tangga menunjukkan bagaimana pihak majikan kerap mengabaikan
kewajiban pembayaran gaji atau memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi, sementara pihak pekerja
sulit memperjuangkan haknya di pengadilan karena tidak ada kontrak tertulis yang dapat dijadikan dasar
tuntutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak diakui, dalam
praktiknya asas tersebut sering kali melahirkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan regulasi spesifik terkait mekanisme
petlindungan hukum dalam perjanjian tidak tertulis. KUHPerdata hanya mengatur syarat sah perjanjian
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tanpa memberikan pengaturan detail mengenai pembuktian dalam konteks petjanjian lisan. Akibatnya,
hakim menggunakan kebijaksanaan masing-masing dalam memutus perkara, yang pada gilirannya
menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya yurisprudensi
yang konsisten sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa. Hukum kontrak di Indonesia masih
terlalu menekankan aspek formil, sehingga perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perjanjian
lisan tidak berjalan efektif(MANURUNG, 2023).

Dari sisi doktrin hukum, sejumlah pakar telah menegaskan perlunya perlindungan hukum yang
lebih inklusif bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan(Nugroho and Susilo, 2017). Meskipun
perjanjian lisan sah secara hukum, praktik pembuktian yang berat justru dapat menimbulkan
ketidakadilan(Palit, 2015). Pandangan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan
bahwa perlindungan hukum seharusnya diberikan tidak hanya secara preventif melalui regulasi yang
jelas, tetapi juga secara represif melalui putusan pengadilan yang memberikan rasa keadilan(Yulianti and
Baiduri, 2022). Namun, dalam praktik perjanjian tidak tertulis, perlindungan represif ini sering kali tidak
tercapai karena keterbatasan bukti(Sugiyono, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya implikasi sosial yang signifikan dari lemahnya
perlindungan hukum terhadap perjanjian tidak tertulis. Di banyak daerah, perjanjian lisan masih menjadi
praktik yang umum karena alasan kepercayaan, kedekatan sosial, atau keterbatasan literasi hukum
masyarakat(Manurung, Pujiwati and Afriana, 2023). Dalam konteks ini, hukum yang terlalu
menekankan aspek formal justru berjarak dengan realitas sosial. Akibatnya, pithak yang dirugikan tidak
hanya kehilangan hak secara hukum, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian sosial dan ekonomi
yang lebih besar(Ubaidi, Dewi and Koeswarni, 2021). Misalnya, dalam sengketa pinjam-meminjam uang
secara lisan, pihak peminjam yang wanprestasi sering lolos dari tanggung jawab, sementara pihak
pemberi pinjaman tidak dapat menagih haknya secara sah karena tidak ada bukti tertulis yang
mendukung.

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam
perjanjian tidak tertulis masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada tiga aspek: pertama,
pembuktian yang lemah karena ketiadaan dokumen tertulis; kedua, ketidakseimbangan posisi tawar yang
membuat pihak lemah semakin dirugikan; dan ketiga, ketidakpastian hukum akibat minimnya regulasi
spesifik dan inkonsistensi yurisprudensi. Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan
alternatif pembuktian baru, misalnya melalui rekaman digital, pesan singkat, atau dokumen elektronik
yang diakui sebagai alat bukti sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE). Selain itu, adanya kecenderungan hakim dalam beberapa putusan untuk menerima bukti
saksi sebagai dasar yang cukup bagi sahnya perjanjian lisan dapat menjadi landasan bagi pembentukan
yurisprudensi yang lebih konsisten.

Praktik perjanjian tidak tertulis masih sering dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat, baik dalam konteks hubungan perdata sederhana maupun transaksi bisnis berskala kecil.
Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan
ruang luas bagi perjanjian tertulis, faktor kebiasaan, kepercayaan, dan efisiensi masih menjadikan
perjanjian lisan sebagai pilihan utama di sejumlah lapisan masyarakat(Hutagalung, Hasnati and Afrita,
2021). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait bagaimana hukum memberikan
perlindungan ketika salah satu pihak dirugikan akibat tidak adanya bukti tertulis yang jelas.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis
sesungguhnya tetap dapat ditegakkan berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Pasal tersebut menyatakan bahwa syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal
tertentu, serta sebab yang halal. Dengan demikian, kesepakatan lisan sekalipun diakui sebagai dasar
lahirnya perikatan(Aprilio and Silviana, 2023). Namun, tantangan utamanya terletak pada pembuktian
ketika perjanjian tersebut disengketakan di pengadilan. Tanpa dokumen tertulis, pihak yang merasa
dirugikan harus bergantung pada alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, atau petunjuk.

Di sinilah letak problematika utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Meskipun hukum
memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan, dalam praktiknya pihak yang dirugikan kerap
kesulitan membuktikan adanya perjanjian dan substansi kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini
menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi pihak yang secara sosial ekonomi lebih lemah(Aprilio
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and Silviana, 2023). Penelitian lapangan memperlihatkan bahwa dalam sengketa-sengketa semacam ini,
pengadilan cenderung menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang paling kuat dan meyakinkan,
sehingga posisi pihak yang hanya mengandalkan perjanjian lisan menjadi tidak seimbang.

Selain itu, ditemukan bahwa banyak masyarakat tidak memahami pentingnya dokumentasi
tertulis dalam setiap bentuk perjanjian. Faktor kepercayaan antar pihak sering kali dijadikan alasan
untuk tidak menuangkan kesepakatan ke dalam bentuk tulisan(Sinaga and Apriyani, 2024). Padahal,
dalam perkembangan sosial modern, kebutuhan akan kepastian hukum semakin mendesak.
Ketidaktahuan hukum (ignorantia juris) membuat masyarakat mudah dirugikan tanpa memiliki
perlindungan maksimal ketika menghadapi konflik.

Urgensi penelitian ini juga semakin terlihat ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum
bahwasannya hukum seharusnya hadir untuk melindungi mereka yang lemah(Siahaan, 2022). Dalam
kasus perjanjian tidak tertulis, pihak yang lemah sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menuntut
haknya secara efektif. Oleh sebab itu, temuan penelitian mengarah pada pentingnya pembaruan
pendekatan, baik melalui literasi hukum kepada masyarakat maupun melalui kebijakan yang
memperkuat pengakuan terhadap alat bukti non-tertulis, seperti rekaman elektronik, korespondensi
digital, atau bukti transaksi lain yang dapat diakses dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam
perjanjian tidak tertulis sesungguhnya diakui secara normatif, tetapi sangat lemah secara praktis. Gap
antara norma dan praktik inilah yang menjadi sumber kerentanan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini
merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum, baik melalui revisi regulasi maupun melalui
peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar asas keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan
seimbang. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan yurisprudensi terkait
perjanjian tidak tertulis. Regulasi perlu memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pembuktian
perjanjian lisan agar pihak yang dirugikan tidak kehilangan haknya hanya karena ketiadaan dokumen
tertulis. Selain itu, penguatan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah juga penting untuk
memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak benar-benar berjalan sejalan dengan asas keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan
dalam perjanjian tidak tertulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, keberadaan
perjanjian tidak tertulis merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam praktik kehidupan sehari-
hari masyarakat, baik dalam lingkup sosial, bisnis, maupun keperdataan. Hal ini terjadi karena
masyarakat sering mengedepankan asas kepercayaan (trust) dan kesederhanaan dalam bertransaksi.
Namun demikian, sifatnya yang tidak terdokumentasikan menyebabkan petjanjian semacam ini rawan
menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari salah satu
pihak. Kedua, dari sisi hukum positif Indonesia, perjanjian tidak tertulis pada dasarnya tetap diakui
keberadaannya sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata. Artinya aspek kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal tetap menjadi tolok
ukur sah tidaknya suatu perjanjian. Namun, permasalahan muncul ketika salah satu pihak merasa
dirugikan karena tanpa bukti tertulis, proses pembuktian di pengadilan menjadi sulit. Hal ini
memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengakui perjanjian lisan dan
kenyataan praktik yang membutuhkan bukti autentik untuk memperkuat klaim perlindungan hukum.
Ketiga, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian tidak tertulis lebih banyak
bersifat represif daripada preventif. Perlindungan preventif, yang seharusnya memberikan jaminan
sebelum timbulnya sengketa, seringkali tidak berjalan optimal karena perjanjian tidak terdokumentasi.
Sebaliknya, perlindungan represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi menjadi lebih dominan,
meskipun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan alat bukti lain seperti saksi,
bukti elektronik, atau pengakuan pihak lawan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum
secara prinsip memberi perlindungan, implementasinya masih menghadapi tantangan yang besar.
Keempat, temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi
hukum pihak yang dirugikan melalui regulasi yang lebih adaptif dengan perkembangan sosial dan
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teknologi. Dalam era digital, bukti perjanjian tidak selalu berupa dokumen tertulis, tetapi juga dapat
berupa rekaman komunikasi digital, pesan singkat, atau surat elektronik. Oleh karena itu, perlu ada
penguatan regulasi mengenai kedudukan bukti elektronik dalam membuktikan sahnya suatu perjanjian
tidak tertulis, sehingga akses keadilan bagi pihak yang dirugikan dapat lebih terjamin. Kelima, urgensi
penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi akademis maupun praktis terhadap
pengembangan hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum
perdata Indonesia bersifat terbuka terhadap bentuk perjanjian, masih terdapat kelemahan dalam
mekanisme perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian lisan. Oleh
karena itu, diperlukan pendekatan baru baik dalam ranah regulasi maupun dalam praktik penyelesaian
sengketa, agar hukum benar-benar dapat memberikan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas
prosedural.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memperlihatkan pentingnya upaya
harmonisasi antara asas kebebasan berkontrak, kebutuhan akan bukti tertulis, serta perlindungan hukum
yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pembaruan pemikiran dan regulasi, perjanjian
tidak tertulis akan terus menjadi sumber kerentanan hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak
yang beritikad baik.
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